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ABSTRACT
The development of rice agribusiness through the "Sinar Purnama" innovation is a strategic effort to improve productivity and farmer welfare in Loh Sumber Village, Kutai Kartanegara Regency. This innovation responds to critical challenges in the agricultural sector, including declining crop quality and low paddy productivity. Initiated by BUMDesa Sumber Purnama, the program integrates the entire agricultural value chain from upstream to downstream, involving the provision of superior seeds, fertilizers, pesticides, and technical cultivation assistance. "Sinar Purnama" successfully increased productivity from 3.5 tons/ha to 6.5 tons/ha, significantly enhancing farmers' income. Collaboration with financial institutions such as BPD Kaltimtara has expanded farmers' access to capital, while agricultural insurance institutions offer protection against production risks. Additionally, BUMDesa Sumber Purnama acts as an offtaker, securing market access and ensuring fair price protection for farmers' harvests. The success of "Sinar Purnama" not only leads to increased production and productivity but also contributes to improving the overall welfare of farmers. This model is expected to be replicated in other agricultural areas of Kutai Kartanegara Regency to promote sustainable rice agribusiness development and strengthen local food security.
Keywords: agricultural innovation, BUMDesa partnership, agricultural productivity, farmer welfare, Kutai Kartanegara Regency.
ABSTRAK
Pengembangan agribisnis padi melalui inovasi "Sinar Purnama" merupakan langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Desa Loh Sumber, Kabupaten Kutai Kartanegara. Inovasi ini merespon tantangan serius dalam bidang pertanian, termasuk penurunan kualitas hasil panen dan rendahnya produktivitas gabah. Dengan melibatkan kemitraan BUMDesa Sumber Purnama, inovasi ini mengintegrasikan seluruh rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir, mencakup penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida, serta pendampingan teknis budidaya. Inovasi "Sinar Purnama" berhasil meningkatkan produktivitas dari 3,5 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha, yang berpotensi signifikan untuk meningkatkan pendapatan petani secara substansial. Kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti BPD Kaltimtara memberikan akses lebih luas terhadap modal bagi petani, sementara lembaga asuransi turut memberikan jaminan atas risiko produksi. BUMDesa Sumber Purnama sebagai offtaker hasil panen memastikan pasar yang stabil dengan jaminan harga yang menguntungkan. Keberhasilan "Sinar Purnama" tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Diharapkan bahwa model ini dapat diadopsi dan direplikasi di

daerah lain di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung pembangunan agribisnis padi yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal.
Kata kunci: inovasi pertanian, kemitraan BUMDesa, produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, Kabupaten Kutai Kartanegara.


PENDAHULUAN
Sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan seperti padi, memegang peranan vital dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam menjamin ketahanan pangan dan sebagai sumber penghidupan utama bagi jutaan rumah tangga petani. Padi sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia menjadi komoditas strategis yang memiliki peran sentral dalam menunjang stabilitas ekonomi, sosial, bahkan politik. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis padi bukan hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun demikian, agribisnis padi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan lahan, penurunan produktivitas,	fluktuasi	harga, keterbatasan akses pasar, rendahnya adopsi teknologi, hingga lemahnya kelembagaan petani.
Dalam pengembangan ekonomi lokal, kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai entitas ekonomi yang dimiliki oleh desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang besar untuk memperkuat sektor agribisnis. BUMDesa dapat berfungsi sebagai wadah intermediasi ekonomi, sosial, sekaligus kelembagaan yang dapat mendukung usaha tani, mulai dari penyediaan sarana produksi, pembiayaan, hingga pemasaran hasil pertanian. Peran strategis BUMDesa dalam pembangunan pedesaan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Dalam praktiknya, BUMDesa tidak hanya dituntut menjadi

unit bisnis semata, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong inovasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 1.752 m² dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pelaku UMKM. Dengan melihat potensi lokal yang besar namun belum tergarap secara maksimal, Pemerintah Desa Loh Sumber mendirikan BUMDesa “Sumber Purnama” pada tahun 2020. Fokus utama BUMDesa ini adalah pengembangan sektor pertanian, khususnya padi sawah. Permasalahan utama yang dihadapi petani di desa ini antara lain rendahnya harga jual gabah saat panen raya, keterbatasan akses pasar, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian. Melalui pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD), BUMDesa didorong untuk hadir sebagai off-taker gabah, sekaligus mitra strategis petani dalam penyediaan input produksi, pelatihan, dan akses pembiayaan.
Inovasi yang dikembangkan BUMDesa kemudian diwujudkan dalam program “Sinar Purnama” (Solusi Pertanian BUMDesa Sumber Purnama). Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem agribisnis yang berkelanjutan melalui pendekatan dari hulu ke hilir, yang mencakup budidaya, pengolahan hasil panen, hingga pemasaran. Program ini juga diarahkan untuk mendukung visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam dokumen RPJMD 2021–2026, khususnya misi   ketiga   yaitu   memperkuat

pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif (Redaksi Info Kaltim, 2022). Dengan demikian, inovasi “Sinar Purnama” tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah secara lebih luas.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara merupakan kabupaten dengan luas panen padi terbesar di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 27.746,86 hektare pada tahun 2021. Pada tahun 2022, luas panen meningkat menjadi 27.981 hektare, namun produksi padi justru mengalami penurunan sebesar 2,15%, dari 244.680 ton GKG menjadi
239.430 ton GKG. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti alih fungsi lahan, bencana banjir, serta menurunnya produktivitas petani akibat minimnya akses terhadap inovasi teknologi dan sistem pertanian (BPS Kaltim, 2022) . Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan luas tanam belum tentu sejalan dengan peningkatan hasil produksi jika tidak didukung dengan pendekatan berbasis teknologi dan manajemen yang baik.
Inovasi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi agribisnis padi. Sesuai dengan definisi dalam UU No. 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang bertujuan untuk penerapan praktis dari suatu pengetahuan baru ke dalam produk atau proses produksi. Di sektor pertanian, inovasi mencakup pengembangan varietas unggul, penggunaan teknologi pertanian presisi, mekanisasi, serta penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Namun, menurut Saptana et al., (2014), adopsi inovasi oleh petani Indonesia masih rendah akibat keterbatasan	akses	informasi, pembiayaan, dan kapasitas kelembagaan

petani. Masalah lainnya adalah lemahnya integrasi antara lembaga riset, universitas, dan petani dalam hal penyebarluasan hasil inovasi.
Dalam konteks tersebut, peran kelembagaan lokal seperti BUMDesa menjadi sangat strategis. BUMDesa dapat menjembatani gap antara teknologi dan petani melalui pelatihan, penyediaan layanan jasa alsintan, penyuluhan, dan akses pembiayaan mikro. Selain itu, BUMDesa juga berperan penting dalam mengorganisir petani ke dalam kelompok- kelompok usaha tani atau koperasi agar memiliki daya tawar yang lebih kuat di pasar. Namun, keberhasilan inovasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas manajerial BUMDesa dan partisipasi aktif dari petani itu sendiri. Seperti disampaikan oleh Anantanyu (2011), kelembagaan yang efektif merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan	pertanian	yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
Lebih lanjut, Simatupang & Maulana (2008), menyatakan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya diukur dari jumlah produksi atau pendapatan, tetapi juga dari aspek stabilitas harga, kepastian pasar, akses terhadap layanan publik, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. World Bank (2021)	menyebutkan	bahwa kesejahteraan petani mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi, dengan indikator seperti pendapatan rumah tangga, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Dalam hal ini, program “Sinar Purnama” menawarkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menargetkan peningkatan produksi padi, tetapi juga berupaya membangun kelembagaan tani yang kuat dan inklusif.
Permasalahan struktural dalam agribisnis padi—seperti lemahnya akses pembiayaan,  teknologi  usang,  serta

distribusi hasil pertanian yang tidak efisien—membutuhkan intervensi melalui pendekatan inovatif yang melibatkan sinergi antar aktor pembangunan: pemerintah desa, petani, BUMDesa, dan sektor swasta. Untuk itu, sangat penting melakukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana program inovasi seperti “Sinar Purnama” diimplementasikan, serta sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) menganalisis bagaimana perekayasaan teknologi dapat meningkatkan produksi

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan implementasi inovasi agribisnis padi oleh BUMDesa Sumber Purnama di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan deskriptif, dalam bentuk narasi kata-kata serta dilakukan dalam konteks alamiah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi, potensi, dan dinamika program inovasi “Sinar Purnama” yang dijalankan oleh BUMDesa sebagai strategi pengembangan desa mandiri berbasis pertanian.
Lokasi penelitian ini berada di Desa Loh Sumber karena desa tersebut menjadi salah satu contoh implementasi inovasi desa dalam bidang agribisnis padi melalui penguatan kelembagaan BUMDesa.  Penelitian  ini  direncanakan

dan produktivitas padi sawah; (b) mengkaji keterkaitan inovasi dalam program pembangunan pertanian berbasis kawasan; dan (c) mengevaluasi dampak ekonomi dari inovasi program “Sinar Purnama” terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Desa Loh Sumber.
Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pemberdayaan ekonomi desa berbasis inovasi agribisnis, serta dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain di Indonesia dalam merancang program sejenis secara lebih efektif dan berkelanjutan.

berlangsung selama enam bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga penyusunan dan sosialisasi laporan akhir. Fokus kajian meliputi proses pelaksanaan inovasi “Sinar Purnama”, dampaknya terhadap petani dan konsumen lokal, serta potensi replikasi model ke desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen perencanaan desa, laporan kegiatan BUMDesa, data pertanian dari BPS, serta kebijakan daerah seperti RPJMD dan regulasi tentang pengelolaan BUMDesa. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in- depth interview) dengan informan kunci, seperti Kepala Desa, Ketua BUMDesa, petani mitra program “Sinar Purnama”, dan konsumen produk beras “Tugu”. Selain itu, dilakukan pula observasi langsung ke lapangan serta diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menggali persepsi masyarakat terhadap dampak inovasi tersebut.
Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk mendukung

analisis, digunakan pula pendekatan kuantitatif sederhana seperti tabulasi data volume produksi, jumlah petani terlibat, dan distribusi hasil panen. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan utama, yaitu: pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer di lapangan, tabulasi dan analisis data, penyusunan laporan akhir sesuai standar dokumen kelitbangan dari Balitbangda Kutai Kartanegara, dan penyampaian hasil kajian kepada para pemangku kepentingan.
Luaran dari penelitian ini berupa dokumen rekomendasi kebijakan tentang pengembangan desa mandiri melalui inovasi agribisnis padi oleh BUMDesa. Adapun hasil atau outcome yang diharapkan adalah terciptanya potensi diseminasi program “Sinar Purnama” ke desa lain yang memiliki potensi pertanian serupa, serta terintegrasinya rekomendasi kajian ke dalam program kerja Perangkat Daerah yang relevan, guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi BUMDesa
Berbagai regulasi telah dirancang oleh pemerintah guna memperkuat posisi dan kewenangan desa dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan hukum dalam peningkatan kewenangan desa adalah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Bab IV Pasal 18, disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh kewenangan ini diberikan berdasarkan hak asal usul, inisiatif lokal, serta tradisi dan nilai-nilai

sosial budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat desa. Tujuan utama dari pemberian kewenangan tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.
Lebih lanjut, dalam Pasal 78 Undang-Undang yang sama, dijelaskan bahwa arah pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Salah satu sarana penting yang dijadikan instrumen pembangunan ekonomi desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 ayat (1). Dalam konteks ini, BUMDesa diposisikan sebagai lembaga usaha milik desa yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Untuk memperkuat dasar hukum dan pengelolaan BUMDesa, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Pasal 1 PP tersebut, BUMDesa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa, baik secara sendiri maupun bersama dengan desa lainnya. Tujuannya adalah untuk menjalankan kegiatan usaha, mengelola aset desa, meningkatkan investasi, memperluas produktivitas, memberikan pelayanan publik, serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan status badan hukum, BUMDesa diharapkan dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola usaha yang baik.
Implementasi BUMDesa di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan

hasil yang beragam, tergantung pada kapasitas sumber daya yang dimiliki desa, dukungan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen serius dalam mendorong pembentukan BUMDesa di seluruh wilayah desa. Hingga tahun 2023, tercatat telah terbentuk sebanyak 193 BUMDesa, dengan Kecamatan Kota Bangun sebagai kecamatan dengan jumlah terbanyak, yakni 21 BUMDesa. Fakta ini mencerminkan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal.
Secara konseptual, BUMDesa memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal seperti sumber daya alam, hasil pertanian, budaya lokal, hingga produk-produk kreatif masyarakat desa, BUMDesa mampu menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, BUMDesa juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal, serta meningkatkan daya saing desa dalam kerangka pembangunan regional. Seiring perkembangan teknologi, BUMDesa juga dituntut untuk mampu mengadopsi inovasi digital, termasuk dalam hal pemasaran produk melalui platform online untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Namun demikian, meskipun keberadaan BUMDesa sangat potensial, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara tahun 2023, dari
193  BUMDesa  yang  telah  terbentuk,

terdapat 50 BUMDesa (sekitar 26%) yang tidak aktif. Penyebab utama dari ketidakaktifan ini meliputi rendahnya kapasitas manajerial pengelola BUMDesa, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten,	minimnya	program pendampingan dan supervisi dari pemerintah daerah, serta sulitnya akses terhadap pasar dan sumber permodalan yang memadai. Tidak hanya itu, persoalan legalitas juga menjadi hambatan serius, di mana baru 90 BUMDesa (47%) yang telah berbadan hukum dan memiliki sertifikat nama. Banyak BUMDesa mengalami kesulitan dalam memenuhi proses legalisasi karena prosedur administratif yang rumit serta biaya pengurusan yang relatif tinggi.
Permasalahan-permasalahan tersebut					 menunjukkan					bahwa keberhasilan				BUMDesa		tidak		 hanya bergantung pada aspek regulatif atau kelembagaan							semata,			 tetapi				juga memerlukan dukungan sistemik berupa peningkatan			kapasitas		sumber			daya manusia,							pendampingan				 yang berkelanjutan,					kemudahan				akses				ke permodalan,						serta			penyederhanaan proses	legalisasi.	Dalam		konteks			ini, sinergi		antara			 pemerintah		pusat, pemerintah		daerah,			akademisi,		 sektor swasta, serta masyarakat desa menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi BUMDesa		sebagai		agen			transformasi ekonomi desa.
Dengan berbagai potensi dan tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan BUMDesa secara menyeluruh, mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola usaha, hingga inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Jika seluruh elemen ini dapat ditingkatkan secara terintegrasi, maka BUMDesa akan mampu memainkan peran strategis sebagai lokomotif pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan  dengan  semangat  kemandirian

desa sebagaimana diamanatkan dalam	Undang-Undang Desa.
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Gambar 1
Jumlah BUMDesa yang aktif dan tidak Aktif
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KUKAR, 2023


BUMDesa yang telah bersertifikat nama dan berbadan hukum masih di bawah 50 %, yakni 47% ini akan berdampak pada pengembangan BUMDesa itu sendiri.  Dengan demikian

upaya untuk menyadarkan akan pentingnya badan hukum suatu Lembaga bisnis perlu terus digalakan oleh pemerintah selaku pembina atau stakeholder yang terkait dengan ini.
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Gambar 2
Jumlah BUMDesa yang Berbadan hukum
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KUKAR, 2023


Salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat serta pengurus BUMDesa mengenai pentingnya legalitas dalam operasional bisnis. Tanpa status badan hukum, BUMDesa mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan, seperti kredit perbankan atau investasi, serta menghadapi  kendala  dalam  menjalin

kerjasama dengan pihak ketiga yang mengharuskan adanya jaminan legalitas. Selain itu, proses administrasi yang kompleks dan biaya yang tinggi untuk memperoleh sertifikasi dan status hukum menjadi hambatan signifikan bagi banyak BUMDesa.
Minimnya pendampingan dan edukasi dari pemerintah maupun pemangku  kepentingan  terkait  turut

memperlambat proses legalisasi BUMDesa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran mengenai urgensi status badan hukum bagi entitas bisnis. Pemerintah, sebagai pembina, bersama para stakeholder lainnya, perlu terus mendorong upaya ini agar BUMDesa dapat beroperasi secara lebih efisien dan

berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDesa akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar dan berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah BUMDesa yang mengurus badan hukum disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 1 BUMDesa yang bersertifikat nama, berbadan hukum, perbaikan badan hukum, pendaftaran badan hukum dan perbaikan nama

	URAIAN
	JUMLAH

	Jumlah BUMDesa bersertifikat nama
	103

	Jumlah BUMDesa bersertifikat Berbadan Hukum
	90

	Jumlah BUMDesa Perbaikan badan hukum
	21

	Jumlah BUMDesa Pendaftaran badan hukum
	4

	Jumlah BUMDesa perbaikan nama
	1


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KUKAR, 2023


BUMDesa Sumber Purnama

Salah satu misi utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu instrument pemberdayaan ekonomi lokal adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki beragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga berdampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan membangun dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih optimal(Adawiyah, 2018).
BUMDesa Desa Loh Sumber berdiri pada tanggal 7 September 2020 dan disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 14 Tahun 2020, tanggal 1 September 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Loh Sumber dalam hal

ini adalah Bapak Sukirno kemudian ada perubahan Perdes Pendirian BUMDesa menjadi Perdes No : 07 Tahun 2021. BUMDesa di Desa Loh Sumber bernama BUMDesa “SUMBER PURNAMA”. Nama
Sumber Purnama ini dipilih dengan harapan BUMDesa ini akan menjadi segala SUMBER dalam kebaikan untuk Masyarakat umum dan khususnya masyarakat Desa Loh Sumber, PURNAMA sendiri dipilih sebagai simbol agar BUMDesa ini menjadi cahaya yang terang bagi segenap kegiatan usaha yang dikelolanya, sehingga menjadi BUMDesa yang menjadi SUMBER PURNAMA untuk segala kebaikan . BUMDesa SUMBER PURNAMA memiliki sekretariat di Balai Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, konsep inovasi dan pola kemitraan telah menjadi sorotan utama dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Inovasi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan agribisnis padi, sementara pola kemitraan

dapat menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti BUMDes, petani, pabrik pengolahan, dan pasar, untuk saling menguntungkan dan mencapai	pertumbuhan	yang berkelanjutan. inovasi telah menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor agribisnis padi.
Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang didasarkan pada hubungan saling menguntungkan dan saling membutuhkan antara dua pihak atau lebih (Permatasari & Rondhi, 2022). Melalui pendekatan pola kemitraan yang kuat antara BUMDes, petani, pabrik pengolahan, dan pasar, inovasi dapat diterapkan secara komprehensif dari tahap produksi hingga distribusi, mencakup berbagai aspek seperti varietas unggul, teknologi pertanian modern, pembiayaan,	pemasaran,	dan pengembangan produk olahan.Pola kemitraan juga dapat memperkuat kelembagaan petani, bumdesa, dan lembaga agribisnis lainnya dalam mengelola usaha agribisnis padi secara efektif dan efisien. Pola kemitraan memerlukan dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, lembaga penyuluhan pertanian lapangan, lembaga penjamin dan penanggungan risiko, serta instansi terkait lainnya.
Inovasi Sinar Purnama ini diawali melalui perannya sebagai offtaker/pembeli gabah petani untuk melindungi harga ditingkat petani. Seiring dengan waktu dimana muncul kendala dalam standarisasi kualitas produk yang diterima petani , maka tujuan inovasi ini berubah menjadi meningkatkan kualitas padi melalui perlakuan penyeragaman benih dan tatalaksana pemberian pupuk yang berdampak pada meningkatnya kualitas padi agar panen petani bisa terserap pasar dan petani mendapatkan harga yang pantas dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Solusi Pertanian BUMDesa Sumber Purnama (Sinar Purnama) adalah bentuk kerjasama antara BUMDesa dengan berbagai pihak yag terlibat dalam agribisnis padi mulai dari hulu hingga industri hilir yang dirangkum dalam sebuah pola kemitraan. Pola kemitraan ini bertujuan untuk membangun hubungan sinergis dan saling menguntungkan antara para pelaku agribisnis padi, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui pola kemitraan ini, diharapkan dapat tercipta integrasi vertikal dan horizontal dalam rantai pasok padi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai tambah produk padi; serta memberikan jaminan pasar, pendapatan, dan perlindungan bagi petani.
Perekayasaan Teknologi Untuk Peningkatan	Produksi	Dan Produktivitas Padi Sawah
Menurut	Rogers	dalam Nursetiyawan (2018)) Inovasi merupakan alat untuk mengganti yang lama dengan sesuatu yang baru. Inovasi yang dilakukan pada sub sektor hulu dalam pengembangan agribisnis padi adalah kemitraan dengan penyedia saprodi ( penyedia bibit unggul, pupuk dan pestisida serta alsintan). Bibit unggul adalah benih yang berasal dari varietas unggul yang memiliki sifat-sifat superior seperti potensi hasil tinggi; tahan terhadap hama penyakit dan toleran terhadap cekaman lingkungan; mutu produk; dan atau sifat- sifat lainnya. Menghemat biaya produksi. Tujuan di gunakan bibit unggul dan baru adalah menghasilkan perkecambahan dan pertumbuhan yang seragam lebih cepat tumbuh dan tegak memperoleh hasil yang tinggi (Haris, 2020). Bibit unggul juga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani karena dapat meningkatkan hasil panen per satuan luas lahan dan meningkatkan nilai jual produk padi di pasar.

Pada program inovasi sinar Purnama bibit unggul yang digunakan adalah varitas Mekongga. Ada 3 Keunggulan padi Mekongga untuk di budidayakan diantaranya; Padi ini agak tahan terhadap serangan hama wereng biotipe 2 dan 3 serta tahan terhadap penyakit hawar daun bakter strain IV. Selain itu keunggulan padi mekongga terletak pada harga gabah padi mekongga yang stabil karena rendemen gabah ini cukup tinggi ketika di giling menjadi beras. Hal lain yang menjadi keunggulan padi mekongga adalah tekstur nasi yang pulen untuk di konsumsi (Klik Tani, 2018).
Kerjasama dengan perusahaan Pupuk Kaltim pada tahun 2021 untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani yang bergabung dengan program sinar purnama, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan  pupuk.	Perusahaan menugaskan tenaga pendamping untuk melakukan pendampingan maupun penyuluhan penggunaan pupuk yang benar, baik terkait takaran, waktu maupun teknik pengaplikasiannya kepada petani. Kerjasama dengan perusahaan Petrokimia Kayaku untuk menjamin ketersediaan obat-obatan perawatan dan pestisida dan dilakukan pendampingan maupun penyuluhan penggunaan obat- obatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
Pendampingan dalam teknik budidaya mampu meningkatkan produksi petani. Teknik budidaya yang telah diuji cobakan terdiri dari 2 perlakuan, dimana pada perlakuan pertama berhasil meningkat produktifitas hasil pertanian yang semula hanya mencapai 3-3,5 ton/ha kemudian menjadi 5-5,5 ton/ha dengan kualitas padi yang meningkat. Sedangkan perlakuan kedua merupakan modifikasi dari perlakuan pertama dengan penambahan asam humad dan pupuk semok merah serta pupuk semok hijau. Asam humat atau humus merupakan senyawa yang berwarna gelap (coklat

kehitaman) dan bertekstur gembur yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan serta telah mengalami perombakan oleh organisme yang ada di dalam lapisan tanah (Pettit. R.E, 2018). Asam humat ini dapat memperbaiki perkembangan akar dan serapan unsur hara, sehingga meningkatkan jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah anakan total dan jumlah anakan produktif (Suwardi et al., 2009). Secara biologis, asam humat diketahui mampu  mempengaruhi		aktivitas mikroorganisme dan		meningkatkan pertumbuhan akar. Secara kimia, asam humat mampu menyerap dan mengikat kompleks unsur-unsur nutrisi tanaman. Sedangkan secara nutrisi, asam humat mampu menyediakan nitrogen, fosfor, dan sulfur bagi	tanaman		dan mikroorganisme (Hardjowigeno S, 1989).
Pupuk SEMOK merupakan pupuk produksi CV. Gema Tani Etam yang merupakan produsen pupuk dari Balikpapan. Pupuk semok hijau merupakan pupuk pertumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak anakan padi, dan pupuk semok merah merupakan pupuk pembuahan yang merangsang perbanyakan bulir padi dan merangsang agar bulir padi lebih berisi. Dari perlakuan kedua tersebut berdampak pada peningkatan produktifitas hasil pertanian dari perlakuan pertama, dimana dari 3-3,5 ton/hektare meningkat menjadi 6-6,5 ton/hektare.Pada saat tanam dan panen terjadi efesiensi baik dari segi waktu (lebih cepat/1-2 jam/hektare), tenaga (hanya 3 orang/hektare) dan biaya (lebih murah) dikarenakan semuanya. menggunakan alsintan.
Inovasi di tengah merupakan bagian dari sub sistem usahatani dan budidaya dimana diperlukan peningkatan akses ke Modal dan Teknologi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses petani padi ke modal dan teknologi. Dengan

penyertaan modal awal sebesar 100 juta, program SINAR PURNAMA dimulai dengan perjanjian antara BUMDesa dengan Petani, memberikan bantuan modal ke petani sebesar Rp 7.500.000,-
/petani/ha			melalui		pengadaan				benih, pupuk dan pestisida dengan perjanjian saat panen maka petani harus menjual ke BUMDesa untuk mengembalikan modal yang dipinjam. Saat ini BUMDesa telah melakukan				 kemitraan				bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah BPD Kaltimtara melalui Program KUR. Kedepannya di tahun 2023 ini Pemerintah Daerah		sedang				menggagas		program Kredit Kukar Idaman yang awalnya hanya diperuntukkan		untuk		pelaku			UMKM menjadi diperuntukkan juga untuk petani sebagai upaya mendukung peningkatan hasil produksi serta mempermudah petani yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertanian padi merupakan sektor penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian	Indonesia.		Petani			padi seringkali menghadapi risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Risiko cuaca, serangan hama, fluktuasi harga, dan bencana alam dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi petani. Oleh karena itu, lembaga asuransi pertanian memiliki peran penting dalam memberikan					perlindungan							dan meningkatkan kesejahteraan petani padi. Untuk	mencegah gagal		panen,			maka petani yang menjadi anggota mendapat perlindungan asuransi dengan system bila panen kurang dari hasil panen yang disepakati/biasanya,		maka		perusahaan asuransi		akan			membayar		 kekurangan tersebut sehingga petani peserta program Sinar Purnama tidak akan dikhawatirkan
dengan potensi gagal panen.
BUMDesa Sumber Purnama selain sebagai pengelola program Sinar Purnama juga berperan sebagai offtaker/pembeli gabah petani dengan harga yang telah disepakati dimana Petani tidak khawatir akan mengalami kerugian

dengan anjloknya harga gabah pada saat panen, dimana patokan harga diambil dari rata-rata harga gabah tertinggi pada saat panen sebelumnya, sehingga bila harga gabah turun maka BUMDesa membayar sesuai harga kesepakatan, sedangkan bila harga gabah naik maka akan berlaku harga pasar.

Kaitan inovasi Sinar Purnama dengan Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan
Kawasan agribisnis padi adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran produk padi dan turunannya. Kawasan agribisnis padi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena padi merupakan komoditas pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, kawasan agribisnis padi juga menghadapi berbagai tantangan,	seperti	rendahnya produktivitas, kualitas, dan daya saing; keterbatasan lahan, air, dan sumber daya manusia; serta perubahan iklim yang berdampak pada fluktuasi produksi dan harga. Untuk mencapai potensi penuh sektor ini, diperlukan pengembangan kawasan agribisnis padi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pola kemitraan antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah. Pola kemitraan yang ditawarkan oleh program inovasi Sinar Purnama adalah melalui kemitraan antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah yang memiliki peran kunci dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani. Petani yang terlibat dalam program Sinar Purnama ini bukan hanya petani yang berdomisili di Desa Loh Sumber namun sudah merambah ke desa lain seperti Desa Jembayan Tengah, Desa Rapak Lambur, Desa Sumber Sari dan desa-desa lain di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dampak program

Sinar	Purnama	ini	telah	dirasakan dibeberapa	kawasan		pertanian	di

lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Gambar 3. Rice miling unit (RMU) BumDesa Sumber Purnama



Manfaat Pengembangan Kawasan Agribisnis Padi melalui Pola Kemitraan diantaranya :
1. Peningkatan produktivitas dan kualitas: Melalui pola kemitraan, petani	dapat	mengakses pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan yang lebih baik. Kolaborasi dengan pelaku usaha membantu dalam menerapkan praktik pertanian modern, penggunaan pupuk yang tepat, dan teknologi irigasi yang efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.
2. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran: Pola kemitraan memungkinkan petani untuk terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil panen. Dengan demikian, petani dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi melalui kegiatan pengolahan, seperti pengeringan gabah, penggilingan, atau produksi produk olahan padi. Kolaborasi  dengan  pelaku  usaha

juga	membantu	dalam mendistribusikan produk dengan lebih efektif ke pasar.
3. Keberlanjutan lingkungan: Pola kemitraan dapat mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kolaborasi antara petani dan pelaku usaha dapat mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan air, mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan.

Dampak ekonomi terkait adanya inovasi	sinar purnama dalam peningkatan kesejahteraan petani
World Bank (2021) menyatakan kesejahteraan petani merujuk pada kondisi yang mencakup berbagai aspek kehidupan petani, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menunjukkan tingkat kehidupan yang baik dan meningkat. Kesejahteraan petani dapat diukur melalui indikator seperti pendapatan petani, akses terhadap sumber daya, keamanan pangan, akses terhadap layanan publik, kualitas hidup,

keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi	dalam pengambilan keputusan.
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Gambar 4. Beras “TUGU” produksi BumDesa Sumber Purnama


BUMDes Sumber Purnama memulai program Inovasi Sinar Purnama pada tanggal 10 April 2021 dengan petani yang bergabung berjumlah 11 orang orang dengan luas lahan yang digarap mencapai 12,5 Hektar. Pada awalnya BUMDesa hanya sebagai offtaker/pembeli gabah petani namun kemudian peran itu bertambah dengan memadukan berbagai mitra pendukung yang terlibat dalam agribisnis padi sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas beras yang dihasilkan. BUMDes mendampingi petani dalam mengolah lahan, penanaman, perawatan sampai panen agar produktifitas petani meningkat, petani dijaga jangan sampai merugi agar dapat mengembalikan pinjamannya, dengan produktifitas petani yang tinggi maka keuntungan BUMDesa akan semakin besar. Lahan pertanian diasuransikan, bila terjadi gagal panen, petani tidak merugi dan dapat mengembalikan pinjamannya Hasil panen dibeli pada saat panen dan diolah untuk kemudian dipasarkan di masyarakat dengan harga terjangkau. Dengan keberhasilan program ini, pada tahun 2022 anggota bertambah 19 orang dengan luas pertanian 19 hektare dan

kemudian pada tahun 2023 bertambah 68 orang dengan luas lahan yang garap 76 hektare.
Terdapat peningkatan produktivitas dimana pada awal sebelum mengikuti program hanya mencapai 3-3,5 ton/ha setelah mengikuti program Sinar Purnama meningkat menjadi 6-6,5 ton/ha. Peningkatan pendapatan petani dimana pendapatan sekali musim tanam adalah 15.143.625/ha sehingga pendapatan perbulan adalah 3.910.781/ha yang berada diatas angka UMK Kutai Kartanegara tahun 2023 yaitu sebesar Rp
3.394.513. Pendapatan di atas UMK dapat menunjukkan bahwa hasil panen atau usaha pertanian mereka memberikan pendapatan yang melebihi standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa petani tersebut mampu menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan dapat mengalami kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi .
Salah satu analisis yang digunakan dalam menentukan kelayakan suatu usaha adalah menggunakan analisis R/C Ratio. R/C adalah singkatan dari (Revenue/Cost Ratio) atau dikenal

sebagai perbandingan antara penerimaan dan biaya. Jika hasil R/C Ratio lebih dari satu maka usahatani tersebut menguntungkan, sedangkan jika hasil R/C Ratio sama dengan satu maka usahatani tersebut dikatakan impas atau tidak mengalami untung dan rugi dan apakah hasil R/C Ratio kurang dari satu maka usahatani tersebut mengalami kerugian. Berdasarkan hasil perhitungan R/C ratio didapatkan nilai sebesar 2,2 untuk usahatani padi sawah melalui program Inovasi Sinar Purnama sehingga dapat dikatakan bahwa usahatani padi sawah ini telah mendapatkan keuntungan dan layak untuk diusahakan.

KESIMPULAN
1. Pengembangan agribisnis padi merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan agribisnis padi adalah melalui pola kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Kemitraan ini memiliki potensi untuk meningkatkan akses petani	terhadap	modal, pengetahuan teknis, dan pasar yang lebih luas.
2. Inovasi Sinar Purnama menghimpun semua kelembagaan yang terlibat dalam agribisnis padi dari hulu hingga kehilir mulai dari penyedia saprodi berupa benih unggul, pupuk dan pestisida disertai pendampingan teknik budidaya, lembaga keuangan sebagai penyedia modal melalui kemitraan dengan BPD Kaltimtara (Kredit Kukar Idaman), lembaga asuransi sebagai penjamin resiko serta lembaga pemasaran yaitu BUMDesa Sumber Purnama sebagai offtaker hasil panen petani dengan jaminan perlindungan harga.

Dengan adanya Inovasi Sinar Purnama ini terjadi peningkatan jumlah produksi dan produktivitas panen dari hanya 3,5 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha yang tentunya akan meningkatkan pendapatan petani, dengan meningkatya pendapatan tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan nilai R/C Ratio sebesar 2,2 usahatani padi sawah ini dinyatakan telah menghasilkan keuntungan dan layak diusahakan. Dengan hasil yang dicapai melalui inovasi ini diharapkan akan mampu dikembangkan dan di replikasi pada daerah lain di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki kawasan pertanian.

Faktor Penting yang menjadi rekomendasi dalam Implementasi Pola Kemitraan Agribisnis Padi Sinar Purnama :
1. Kejelasan peran dan tanggung jawab: Dalam pola kemitraan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak harus dijelaskan dengan jelas. Hal ini mencakup pembagian risiko, pembiayaan, pemenuhan pasokan input pertanian, dan pembagian hasil panen. Kontrak kemitraan yang kuat dan adil perlu dibentuk untuk menciptakan kepercayaan dan kepastian bagi semua pihak.
2. Peningkatan	akses	ke pembiayaan: Salah satu hambatan dalam pengembangan kawasan agribisnis padi adalah akses terbatas petani terhadap pembiayaan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk menyediakan pembiayaan yang terjangkau dan fleksibel bagi petani dalam bentuk pinjaman modal kerja, modal investasi, atau asuransi pertanian.

3. Penguatan kapasitas petani: Pelatihan dan pendampingan teknis merupakan faktor penting dalam memperkuat kapasitas petani dalam mengelola usaha pertanian dan menerapkan praktik pertanian yang baik. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian: BUMDes dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian dalam hal transfer teknologi, pelatihan	petani,	dan pengembangan praktik pertanian yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat memberikan akses terbaru ke pengetahuan dan teknologi terkini dalam agribisnis padi
4. BUMDes perlu mengembangkan saluran pemasaran dan distribusi yang	efektif,	termasuk memanfaatkan  teknologi  digital

dan platform e-commerce untuk meningkatkan akses pasar.
5. Pemerintah daerah/desa harus membentuk tim yang bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan bimbingan kepada BUMDesa dalam implementasi program pengembangan agribisnis padi melalui pola kemitraan. Tim monitoring dan evaluasi melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja program pengembangan agribisnis padi di bawah BUMDesa, termasuk pengukuran peningkatan		produktivitas, pendapatan petani, dan keberlanjutan			usaha. Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta program	yang		telah diimplementasikan termasuk mengkaji kemungkinan repikasi di kawasan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara
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